Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan

pemerintahan Desa perlu adanya sumber-sumber
pendapatan Desa;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Daerah
perlu mengatur sumber pendapatan desa yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8

Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa Pengurusan dan Pengawasannya, sudah tidak sesuai
lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Sumber
Pendapatan Desa.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
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13.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 4);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme
Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN

DESA

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di
Kabupaten Purworejo.
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6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa .

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui
pemilihan Kepala Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

10.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

11.Sumber Pendapatan Desa adalah semua sumber penerimaan Desa yang
berupa Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah, bagian dari
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah, bantuan
Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

12.Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha
Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

13.Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

14.Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ Pemerintah Daerah atau
pihak ketiga kepada Pemerintah Desa yang secara spesifik telah ditentukan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara
terus-menerus.

15.Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian dalam bentuk uang dan/ atau
barang dari perseorangan atau instansi lain diluar Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat
berupa donasi, hadiah, wakaf atau lain-lain sumbangan.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18.Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

19.Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa
berupa Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok, dan Tanah Lain yang dikuasai
oleh Desa.

20.Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang hasilnya menjadi sumber
pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan
dan Pembangunan Desa.
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21.Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang hasilnya diperuntukkan sebagai
penghasilan langsung Kepala Desa dan perangkat Desa selain Sekretaris
Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

22.Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda
dan/ atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap
masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi
masyarakat di Desa yang ditetapkan dalam melalui Peraturan Desa dalam
rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan
Desa.

23.Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

24.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar
Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada
Pemerintah Desa yang bersangkutan.

25.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

26.Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.

27.Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

28.Pertimbangan tertulis dari BPD adalah saran atau masukan tertulis dari BPD
yang merupakan bahan bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan,
dan harus diterbitkan BPD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya surat permohonan dari Kepala Desa.

BAB Il
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa;

b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
yang diterima Daerah untuk Desa;

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
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